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Jembatan Bailey Tuntas Dipasang  

Sebagai Pengganti Sementara Jembatan Tabunio II  
 

 
Sumber gambar:  

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4462823/terputus-akibat-banjir-jembatan-sementara-tabunio-ii-di-

kalsel-tuntas-dipasang 

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai 

Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menyelesaikan 

pemasangan Jembatan Bailey sebagai pengganti sementara Jembatan Tabunio II yang 

putus akibat banjir di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Perakitan hingga 

pemasangan Jembatan Bailey dibantu oleh TNI AD dari Detasemen Zeni Tempur 

8/Gawi Manuntung (Denzipur 8GM Kodam VI/Mulawarman) dan Kodim 1009 

Pelaihari, sejak Jembatan Tabunio II roboh pada Kamis (14/1/2021) lalu. 

Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah di Kalimantan Selatan sejak sepekan 

terakhir mengakibatkan Sungai Maluka dan sejumlah anak Sungai Pelaihari meluap. 

Salah satunya Sungai Tabunio yang menggerus oprit Jembatan Tabunio II. Menteri 

PUPR Basuki Hadimuljono telah menginstruksikan agar perbaikan jembatan segera 

diselesaikan untuk mendukung konektivitas di Kalsel. 

"Untuk memproteksi oprit jembatan, kami berpesan agar menggunakan geo bag, bukan 

sand bag. Karena akan lebih berat sehingga dapat melindung oprit dari arus sungai," 

imbuh Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (21/1/2021). Saat ini Jembatan 

Tabunio II sudah dapat dilalui semua jenis kendaraan untuk arah menuju Banjarmasin 

dengan memperhatikan berat muatan kendaraan. Sedangkan arah Batu Licin (Tanah 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4462823/terputus-akibat-banjir-jembatan-sementara-tabunio-ii-di-kalsel-tuntas-dipasang
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Bumbu) masih tahap perakitan dan segera dipasang untuk mendukung mobilitas 

masyarakat. 

 

Sementara pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa banjir dan tanah longsor yang 

terjadi di Kalimantan Selatan pada Januari 2021 diyakini sebagai yang terparah dalam 

50 tahun terakhir. Komunitas adat Dayak Meratus diklaim sebagai yang paling 

terdampak. Selain tinggal di kawasan hilir yang disebut semakin gundul, bencana alam 

ini merusak sumber kehidupan warga Dayak Meratus, seperti ladang dan rumah. 

Bantuan gawat darurat kepada mereka pun terhambat karena akses menuju desa hanya 

dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama beberapa jam.Ilmuwan dari Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai pemerintah daerah gagap, bukan cuma kala 

mempertahankan ekosistem penyangga banjir, tapi juga saat menyiasati anomali cuaca 

akibat perubahan iklim. Pemerintah lokal kini berencana merelokasi permukiman warga 

Dayak Meratus agar mereka tidak lagi rentan dihantam banjir dan tanah longsor. 

 

Sumber berita: 

1. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4462823/terputus-akibat-banjir-jembatan-

sementara-tabunio-ii-di-kalsel-tuntas-dipasang Terputus Akibat Banjir, Jembatan 

Sementara Tabunio II di Kalsel Tuntas Dipasang, 21 Januari 2021. 

2. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55734115, Banjir Kalsel: Warga Dayak 

Meratus 'paling terdampak', desa yang diterjang longsor dan banjir tak bisa diakses, 

22 Januari 2021. 

 

Catatan Berita: 

Dasar Hukum Penanggulangan Bencana adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 

Tentang Penanggulangan Bencana, selanjutnya mengenai bencana dapat diperoleh 

informasi lebih lanjut pada laman BNPB (https://bnpb.go.id/). 

o Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor 

nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh 

faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4462823/terputus-akibat-banjir-jembatan-sementara-tabunio-ii-di-kalsel-tuntas-dipasang
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4462823/terputus-akibat-banjir-jembatan-sementara-tabunio-ii-di-kalsel-tuntas-dipasang
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55734115
https://bnpb.go.id/
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24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana 

nonalam, dan bencana sosial.1 

o Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2
 

o Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal 

modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3
 

o Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial 

antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
4
 

o Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan 

tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika 

terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, 

maka dihitung sebagai satu kejadian.
5
 

o Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi 

yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas 

gunung api atau runtuhan batuan.
6
 

o Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal 

dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, 

lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir 

lahar.
7
 

o Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" 

berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian 

gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar 

laut akibat gempa bumi.
8
 

o Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, 

ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat 

terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
9
 

                                                             
1
 https://bnpb.go.id/ 
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3 https://bnpb.go.id/ 
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7 https://bnpb.go.id/ 
8
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9 https://bnpb.go.id/ 
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o Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau 

daratan karena volume air yang meningkat.
10

 

o Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang 

besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.
11

 

o Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk 

kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang 

dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di 

lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang 

sedang dibudidayakan.
12

 

o Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti 

rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang 

menimbulkan korban dan/atau kerugian.
13

 

o Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan 

dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang 

menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan 

dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu 

aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
14

 

o Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, 

mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-

50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu 

singkat (3-5 menit).
15

 

o Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena 

efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat 

menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi 

keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin 

kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.
16

 

o Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut 

yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan 

garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam 
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daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, 

namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
17

 

o Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di 

darat, laut dan udara.
18

 

o Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu 

perilaku kerja yang berbahaya (unsafe human act) dan kondisi yang berbahaya 

(unsafe conditions). Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung 

pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang 

dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di 

dalamnya.
19

 

o Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian 

kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah 

dalam kurun waktu tertentu. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004.
20

 

o Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal 

yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh 

kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai 

pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).
21

 

o Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja 

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan 

suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan 

korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga 

mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan 

atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan 

hidup atau fasilitas publik internasional.
22

 

o Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui 

subversi, penghambatan, pengacauan dan/ atau penghancuran. Dalam perang, 

istilah ini digunakan untuk mendiskripsikan aktivitas individu atau grup yang 

tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat 

dilakukan terhadap beberapa sruktur penting, seperti infrastruktur, struktur 

ekonomi, dan lain-lain.
23
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o Dari sisi legislasi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum di 

bawahnya antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan 

Kepala Kepala Badan, serta peraturan daerah. (Lebih detail lihat Produk 

Hukum).
24

 

o Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan focal point 

lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, focal point penanggulangan 

bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD).
25

 

o Dari sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk 

untuk memperkuat penyelenggaran penanggulangan bencana di Indonesia. Di 

tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur 

masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga 

internasional. Pada tingkat lokal, kita mengenal Forum PRB Yogyakarta dan 

Forum PRB Nusa Tenggara Timur.
26

 

o Saat ini kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapi melibatkan 

internasional. Komunitas internasional mendukung Pemerintah Indonesia dalam 

membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi 

lain, kepedulian dan keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana 

sangat tinggi dengan dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan 

khususnya untuk pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.
27

  

o Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana Pasal 40 menyatakan Pada saat keadaan darurat 

bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana 

dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif 

dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat. 

o Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 41 (1) menjelaskan BNPB 

menggunakan dana siap pakai yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk 

pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana. 

o Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 41 (2) menjelaskan BPBD 

menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD dan 
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ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada 

saat tanggap darurat bencana. 

o Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 41 (3) menjelaskan Dana 

siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sesuai 

dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. 

o Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 41 (4) menyatakan bahwa 

Ketentuan mengenai sumber dan penggunaan dana siap pakai diatur dalam 

peraturan pemerintah tersendiri. 

o Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 42 (1) Pengelolaan dan 

pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24 huruf g diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban 

dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.  

o Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 42 (4) menjelaskan bahwa 

Tanda bukti transaksi lain yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan 

barang dan/atau jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus. 

o Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 42 (5) Ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi 

pengelolaan dana 

o siap pakai di daerah. 

o Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 44 (1) menyatakan BNPB 

wajib melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dana siap pakai kepada 

kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1). 

o Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 44 (2) BPBD yang telah 

menerima dana siap pakai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

kepada BNPB paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima. 

o Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 45 (1) menyatakan bahwa 

Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya wajib membuat 

laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari 

masyarakat. 

o Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 45 (2) menyatakan bahwa 

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada: a. Presiden bagi Kepala BNPB; b. gubernur bagi kepala BPBD provinsi; 

dan c. bupati/walikota bagi kepala BPBD kabupaten/kota, dan selanjutnya pada 

ayat (3) dinyatakan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) agar diinformasikan juga kepada publik. 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah   

o Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan 

berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan 

selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko 

sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko 

sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya 

kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, 

fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan 

sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.  

o Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan 

sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan 

daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian 

bantuan sosial  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk 

masyarakat.  

o  Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 

sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang 

tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau 

fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau 

“lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain 

yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial.” 

o Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan 

kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan 

resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk 

melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki 

identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan 

daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran 

berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah 

lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial 
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meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan 

sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.  

o  

 Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a 

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang 

yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar.   

 Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b 

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan 

kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar 

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar 

minimal.   

 Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf 

c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang 

mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan dasarnya.   

 Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d 

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar 

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.   

 Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) 

huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan 

terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau 

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan 

yang layak bagi kemanusiaan.   

 Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) 

huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.  

o Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan 

sebagai berikut:  

 Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh 

penerima bantuan sosial.   

 Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi 

anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat 

lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri 

pahlawan yang tidak mampu.   

 Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan 
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kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak 

mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian 

kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang 

mampu.  

 

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara 

Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk 

Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud. 

 


